Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Meminimalkan 

Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Pada 

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang by Fajriana, Icha
IJCCS, Vol.x, No.x, Julyxxxx, pp. 1~5 
 
 
 
Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Meminimalkan  
Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Pada  
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 
 
Serly Separingga1, Betri Sirajuddin2, Icha Fajriana3 
Jurusan Akuntansi STIE Multi Data Palembang 
e-mail: *1sherlseparingga@gmail.com, 2betri_syra@yahoo.co.id, 3icha.fajriana@gmail.com 
 
 
Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang perencanaan pajak yang 
dilakukan PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang telah terjadi penghematan pajak sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data primer dan sekunder yaitu dengan 
wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, serta teknik analisis reduksi 
data/penyederhanaan, paparan/sajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pajak pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 
telah berjalan sesuai dengan Undang – Undang PPh No.36 Tahun 2008 sehingga tidak 
melanggar ketentuan yang berlaku dan terjadi efisiensi pembayaran beban pajak penghasilan. 
Kesimpulannya adalah perencanaan pajak yang dilakukan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 
berpengaruh dalam mengefisiensikan pembayaran pajak penghasilan badan.  
 
Kata kunci : Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan Badan, dan Laba. 
 
 
Abstract 
The purpose of this study was to analyze about the tax planning carried out by PT 
Pupuk Sriwidjaja Palembang has happened  to the tax savings in accordance with the laws and 
regulations. Methods primary and secondary data collection are by interview, documentation, 
and literature study, as well as the technique of analysis data reduction/simplification, the 
exposure/data display, and withdrawal conclusion. The results of this study showed that the 
application of tax planning in PT Pupuk Sriwidjaja Palembang has been running in accordance 
with the law of income tax No. 36 year 2008 so as not to violate the applicable provisions and 
happened the efficiency of payments income tax expense. The conclusion was that tax planning 
is done PT Pupuk Sriwidjaja Palembang influential in streamline the payment of corporate 
income tax.  
 
Keyword : Tax Planning, Corporate Income Tax, and Profit 
 
 
 
1. PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Pada dasarnya untuk menciptakan Indonesia menjadi Negara yang maju bukan 
hanya tugas pemerintah saja, tetapi masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk 
mewujudkannya. Salah satunya adalah dengan taat membayar pajak. Bagi negara 
Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang kontribusinya 
sangat besar. Pajak digunakan untuk pembiayaan negara baik pada infrastruktur maupun 
pada sektor pelayanan masyarakat. Pajak sifatnya wajib dan dapat dipaksakan dan harus 
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dibayar oleh rakyat kepada Negara berdasarkan UU tanpa mendapat balas langsung yang 
hasilnya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Di Indonesia, sistem 
pemungutan pajak yang digunakan adalah sistem self assesment. Beberapa Wajib Pajak 
orang pribadi dan Wajib Pajak badan beranggapan, bahwa pajak yang dikenakan terhadap 
penghasilan yang diterima merupakan beban yang dapat mengurangi laba. Karena alasan 
inilah, terkhusus Wajib Pajak badan cenderung berusaha untuk meminimalkan jumlah 
pembayaran pajak baik secara legal maupun ilegal guna mengoptimalkan laba.  
Dalam perpajakan masih ada peluang yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan agar 
tidak terjadi kelebihan dalam membayar pajak dan tidak merugikan pemerintah untuk 
meminimalisir pajak terutang perusahaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan 
yang berlaku. Upaya legal tersebut sering disebut dengan perencanaan pajak (Tax 
Planning). Tax planning sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan manipulasi 
perpajakan. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan 
perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dapat dilakukan 
perusahaan. Secara teoritis, perencanaan pajak (tax planning) dikenal sebagai effective tax 
planning, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak (tax saving) 
melalui prosedur penghindaran pajak (tax avoidance) secara sistematis sesuai ketentuan 
UU Perpajakan (Hoffman 1961, dalam Arles P. Ompusunggu). 
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha 
industri, perdagangan, jasa di bidang perpupukan, petrokimia, agrokimia, agro industri dan 
kimia lainnya. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang merupakan perusahaan yang bertujuan 
melaksanakan dan menunjang kebijakan serta program pemerintah di bidang ekonomi 
termasuk pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang industri pupuk dan 
industri kimia lainnya, melalui usaha produksi, distribusi, pemasaran, perdagangan, jasa 
teknik, dan usaha lainnya. Melihat kontribusi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dalam 
pembayaran pajak ke pemerintah memiliki peran sebagai salah satu  penyumbang terbesar 
penerimaan pajak bagi Negara hal ini dikarenakan melihat status perusahaan yang 
merupakan salah satu BUMN di Indonesia. Salah satu pajak yang harus dan wajib dibayar 
adalah pajak penghasilan badan. Menurut indri ariyanti (2009) Pajak penghasilan badan  
merupakan Pajak penghasilan yang dikenakan atas laba perusahaan/badan usaha yang 
biasanya disebut dengan PKP.  Semakin besar laba perusahaan yang didapat dari 
pendapatan maka setidaknya akan berpengaruh terhadap pembayaran pajak yang harus 
dilakukan oleh PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.  
Melihat perkembangan Penjualan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dari tahun 2011-
2015  mengalami peningkatan penjualan hal ini didasarkan dari annual report perusahaan 
tahun 2015. Dibawah ini merupakan perkembangan penjualan dan perhitungan laba PT 
Pupuk Sriwidjaja Palembang dari  tahun 2011-2015. 
Tabel 1.1 
Laporan Penjualan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 
 
Sumber : Annual Report  PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, 2015. 
Berdasakan tabel laporan penjualan diatas terlihat bahwa penjualan yang 
meningkat berpengaruh terhadap laba sebelum pajak dan setelah pajak, hal ini terlihat 
bahwa laba sebelum pajak dan setelah pajak mengalami penurunan dari tahun 2011-2015.  
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Penurunan laba setelah pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor pengurang dalam 
perhitungan laba perusahaan salah satunya adalah beban perusahaan.  Beban perusahaan  
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang memiliki 2 kategori  sama halnya dengan perusahaan 
lainnya dalam hal ini beban umum dan beban administrasi. Berdasarkan annual report 
2015  beban administrasi  perusahaan PT PUSRI sebesar Rp524.174 juta dan beban 
penjualan sebesar Rp146.834 juta. Realisasi beban usaha tahun 2015 turun sebesar 
Rp54.888 juta atau 7,56% dari Rp725.896 juta pada tahun 2014 menjadi Rp671.008 juta 
pada tahun 2015. Untuk kategori beban pajak Jumlah pajak yang dibebankan kepada 
PUSRI untuk tahun 2015 menurun Rp71.280 juta atau 40,32% menjadi Rp105.514 juta 
dari Rp176.794 juta di tahun 2014 hal ini dikarenakan adanya adanya naiknya biaaya beban 
bunga pada tahun 2015.  
Tabel 1.2 
Laporan Laba Rugi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 
 
       Sumber : Annual Report  PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, 2015. 
Berdasarkan perhitungan beban perusahaan serta pendapatan perusahaan PT PUSRI 
diatas terlihat bahwa adanya pengaruh beban perusahaan terhadap perhitungan pajak 
penghasilan badan yang harus dibayarkan.  Dengan nilai pendapatan yang besar dan laba 
yang besar  dan meningkat setiap tahunnya membuat PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 
setidaknya dapat memanfaatkan perencanaan pajak (tax planning) sebagai salah satu alat 
dalam meminimimalisir beban pajak yang harus dibayar dengan memilih transaksi yang 
dapat dikurangi seperti penghasilan karyawan, penilaian persediaan, penilaian aktiva tetap, 
atau aktiva tidak berwujud, dan masih banyak yang lainnya dapat dimanfaatkan dalam 
praktek perencanaan pajak. Seperti laba perusahaan yang menurun oleh beban bunga, jika 
dianalisis masih bisa dijadikan sebagai pengurang di fiskal pada peraturan rekonsiliasi. 
Melihat dari hasil laporan keuangan PT PUSRI, Penelitian pun dilakukan dengan 
mencoba mencari celah apakah masih ada peluang yang bisa dimanfaatkan untuk 
mengecilkan beban pajak perusahaan dari research GAP dengan membandingkan 2 jurnal 
sebelumnya yang menganalisis penerapan tax planning pada perusahaan tertentu, yaitu 
sebagai berikut : 
Noviandi Librata (2011), dalam penelitiannya Analisis Penerapan Tax Planning 
dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan pada PT. 
Graha Mitra Sukarami menyatakan bahwa PT. Graha Mitra Sukarami sudah menerapkan 
perencanaan pajak dan sudah efisien. Noviandi menyarankan agar PT. Graha Mitra 
Sukarami tetap mempertahankan penerapan tax planning seperti itu. Sedangkan Yudi 
Heriansyah (2011), dalam penelitiannya Analisis Penerapan Tax Planning pada PT 
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Pertamina (PERSERO) RU III Plaju Palembang menyatakan bahwa PT Pertamina 
(PERSERO) RU III Plaju Palembang sudah menerapkan perencanaan pajak tetapi belum 
efisien. Karena masih ada biaya-biaya yang masih bisa dimasukkan sebagai pengurang di 
fiskal tetapi tidak dimasukkan. 
Penjelasan yang dipaparkan diatas membuat penelitian ini berlanjut lebih dalam 
untuk mengetahui pajak pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, karena PT Pupuk 
Sriwidjaja Palembang adalah perusahaan pupuk terbesar, terlama sejak 1959, dan 
merupakan perusahaan pupuk pertama di asia tenggara. Wawancara pun dilakukan guna 
mengetahui apakah benar PT Pupuk Sriwidjaja Palembang sudah menerapkan tax 
planning, yaitu dengan Pak Ibnu Abdullah selaku Superintendent Knowledge Management 
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang pada tanggal 19 September 2016, yaitu : 
“...PT Pupuk Sriwidjaja Palembang adalah perusahaan besar dan 
sudah menerapkan tax planning. Dengan tax planning, pembayaran pajak PT 
Pupuk Sriwidjaja Palembang menjadi lebih efisien, kamu bisa lihat di annual 
report PT Pusri 2015...” 
Penelitian ini pun semakin ingin melihat efisiensi tax planning PT Pupuk Sriwidjaja 
Palembang dan sejak kapan tax planning PT Pupuk Sriwidjaja Palembang diterapkan. Lalu 
dilakukan wawancara ke2 dengan pak Ibnu Abdullah lagi pada tanggal 29 September 2016, 
yaitu sebagai berikut : 
“...PT Pupuk Sriwidjaja Palembang menerapkan tax planning sejak tahun 
1998, dimana terjadi krisis perubahan dollar yang membuat harga tanah, 
gedung, gas naik, dan otomatis pajaknya pun ikut naik. Regulasi aturan 
pemerintah tentang perubahan status upah karyawan juga yang membuat gaji 
naik PPh 21 pun naik. Pada saat itu hanya berlaku beberapa UU yang 
diperbolehkan seperti UU 1992 untuk bonus PPh 21 dan UU 1994 untuk sewa 
guna usaha/penyusutan aset. Selain itu yang tahun 2011 ketika holding dan 
spin off, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang lebih memperluas cara penerapan 
tax planning nya sesuai UU yang telah diperbaharui. Alasan penerapan ya 
untuk mengecilkan pajak tadi. Kan pemerintah sudah membuat peraturan 
pajak yang harus dipatuhi kebijakannya. Nah, dari sanalah PT Pupuk 
Sriwidjaja Palembang memiliki peluang untuk mengefisiensikan pajaknya...” 
Menyimpulkan dari wawancara diatas, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dituntut agar 
menjadi lebih mandiri, dapat meningkatkan produksi, pemasaran, dan laba serta dapat 
meminimalisir pajaknya. Agar semua itu tercapai, maka PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 
melakukan perencanaan pajak (tax planning) yang menjadi salah satu cara untuk 
mengefisiensikan pembayaran pajak terutang dan meningkatkan laba. Perusahaan akan 
terbantu dalam perencanaan kinerja perusahaan dan pengambilan keputusan untuk 
pencapaian laba maksimum dan peningkatan sinergi operasional perusahaan agar tetap 
efektif dan berkelanjutan, serta menjadi perusahaan yang bijak, taat pajak dan dapat 
mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.  
Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa tax planning dapat 
menekan beban pajak perusahaan secara legal. Tax planning juga mendukung kinerja 
perusahaan secara umum dimana sasarannya sejalan dengan tujuan perusahaan. Oleh 
karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada PT Pupuk Sriwidjaja 
Palembang dengan judul “Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Meminimalkan 
Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang” 
 
1.2 Rumusan Masalah 
1. Perencanaan pajak seperti apa yang telah dilakukan oleh PT Pupuk Sriwidjaja 
Palembang dalam meminimalisir pembayaran pajak penghasilan badan? 
2. Apakah masih terdapat kekurangan dalam proses perencanaan pajak yang telah 
dilakukan oleh  PT Pupuk Sriwidjaja Palembang? 
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3. Apakah penerapan Tax Planning yang dilakukan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang sudah 
benar, efektif, dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku? 
1.3 Tujuan Penelitian 
1. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang dapat menghemat pembayaran pajak 
penghasilan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. 
2. Untuk menganalisis kekurangan dalam proses perencanaan pajak yang telah dilakukan 
oleh  PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. 
3. Untuk menganalisis perencanaan pajak yang dilakukan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 
apakah telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. 
 
 
 
2. LANDASAN TEORI 
 
2.1  Tax Planning 
Crumbley D Larry Friedman Jack P, Anders Susan B, (1994) & Lyons Susan M 
(1996) dalam Erly Suandy (2016, h.7) yaitu : “Perencanaan pajak adalah langkah awal 
dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap 
peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang 
dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan 
kewajiban pajak.” 
 
2.2  Manajemen Pajak 
Sophar Lumbantoruan (1996) dalam Erly Suandy (2014, h.7) yaitu : “Sarana untuk 
memenuhi ketentuan perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat 
ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.”  
 
2.3  Pajak 
Prof. Dr. Rochmat Soemitro S.H dalam Siti Resmi (2014, h.1) adalah : 
“Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) 
dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan 
yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Definisi tersebut kemudian 
disempurnakan menjadi: “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas 
Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public 
saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.” 
 
 
3. METODE PENELITIAN 
 
3.1 Pendekatan Penelitian 
Penelitian deskripsi merupakan penelitian untuk menuturkan pemecahan masalah 
yang ada sekarang berdasarkan data-data menganalisis dan menginterpretasikan, juga bisa 
bersifat komperatif dan korelatif. (Cholid dan Abu, 2012, h.41). 
 
3.2 Informan Kunci 
Informan kunci dalam penelitian ini adalah Manager Pajak PPh Badan 2015 & 
Superintendent Knowledge Management PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang yang terletak di 
Jl. Mayor Zen, 30118 Palembang, Kepala Bagian Sub-Umum KPP Ilir Timur Palembang 
yang terletak di jl. Kapten Ahmad Rivai No 4, Sungai pangeran, 30129, dan Akademisi 
Universitas Muhammadiyah Palembang yang terletak di jl. Jendral Ahmad Yani 13 Ulu. 
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3.3 Jenis Data 
Menurut Sugiyono (2012, h.224) jenis terdiri dari 2 macam yaitu : 
1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari perusahaan terkait berupa data 
mentah yang perlu diolah lagi, dalam hal ini data yang diperoleh dari hasil observasi dan 
wawancara berupa catatan dan dokumen. 
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber baik berupa teks, artikel 
maupun berbagai jenis karangan ilmiah, dan catatan-catatan. 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang di dapat dari 
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, KPP Ilir Timur, dan akademisi Universitas 
Muhammadiyah Palembang, serta data sekunder yang di dapat dari subjek yang tidak 
terkait langsung / dari pihak lain seperti buku dan artikel. 
 
3.4 Teknik Pengumpulan Data  
 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara di 
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, KPP Ilir Timur, dan dengan akademisi Universitas 
Muhammadiyah Palembang serta dokumentasi (Laporan Keuangan) dari PT Pupuk 
Sriwidjaja Palembang, dan studi kepustakaan. 
 
3.5 Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data menurut A Rifqi Amin (2012) dalam Alvin Maskur yaitu 
dilakukan dengan cara yang pertama reduksi data atau penyederhanaan (data reduction), 
kedua paparan/sajian data (data display), dan terakhir penarikan kesimpulan. 
Reduksi data (data reduction) adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan, dan transformasi data mentah / data kasar yang muncul dari catatan-
catatan tertulis di lapangan, seperti dari laporan keuangan dan hasil wawancara. Reduksi 
data dilakukan dengan membuat ringkasan, mengembangkan sistem pengkodean, 
menelusuri tema, membuat gugus-gugus, dan menuliskan memo. Penyajian data (data 
display) adalah proses penyusunan informasi yang kompleks dalam bentuk sistematis, 
sehingga menjadi bentuk yang sederhana serta dapat dipahami dengan jelas maknanya. 
Sedangkan penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan penulis dalam 
menganalisis data secara terus menerus baik pada saat pengumpulan data atau setelah 
pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan tersebut dengan cara 
induktif, yang mana penulis berangkat dari kasus-kasus yang bersifat khusus berdasarkan 
pengalaman nyata kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip, propinsi, 
atau definisi yang bersifat umum. Dengan kata lain, penarikan kesimpulan secara induktif 
adalah proses penelitian yang diawali dengan mengumpulkan data-data dan kemudian 
mengembangkan suatu teori dari data-data tersebut. 
 
 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1  Gambaran Umum Objek Penelitian 
Sejarah PT Pupuk Sriwidjaja Palembang yaitu berawal dari pendirian Pabrik Urea 
pertama di Indonesia yang bernama PT Pupuk Sriwidjaja, yang kemudian lebih dikenal 
dengan sebutan PUSRI, pada akhir tahun 1959 di Palembang, Sumatera Selatan. Pendirian 
tersebut secara resmi dilakukan berdasarkan Akta Notaris Eliza Pondaag, S.H., No. 177 
tanggal 24 Desember 1959. Pada tahun berikutnya, pendirian PT Pupuk Sriwidjaja 
(Persero) dicatat dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 
46 tanggal 7 Juni 1960.  
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Persero) pernah mengalami beberapa kali 
perubahan bentuk badan usahanya. Awalnya, status perusahaan ini diubah dari Perseroan 
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Terbatas (PT) menjadi Perusahaan Negara (PN). Perubahan ini berdasarkan Peraturan 
Pemerintah No. 20 Tahun 1964. Beberapa tahun kemudian, status perusahaan 
dikembalikan dari PN ke PT. Perubahan kedua ini terjadi berdasarkan Peraturan 
Pemerintah No. 20 Tahun 1969.  
Setelah hampir 4 dekade berdiri, perusahaan ini lantas ditunjuk menjadi perusahaan 
induk (holding company) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.28 tanggal 7 Agustus 
1997. Perubahan status ini menyebabkan PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) juga mengalami 
perubahan dalam hal permodalan. Seluruh saham pemerintah pada industri pupuk nasional, 
yakni PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Kalimantan Timur (Tbk), 
dan PT Petrokimia Gresik dialihkan kepemilikannya kepada PT Pupuk Sriwidjaja 
(Persero). Modal perusahaan kemudian diperkuat lagi dengan adanya pengalihan saham 
sebesar Rp 6 miliar dari PT Mega Eltra dan tambahan modal disetor sebesar Rp 729 miliar 
dari hasil kapitalisasi laba ditahan PT Pupuk Kaltim Tbk. Dengan adanya peralihan-
peralihan tersebut yang dilakukan secara bertahap, maka keseluruhan modal yang disetor 
dan ditempatkan ke PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) per 31 Desember 2002 mencapai Rp 3,6 
triliun. 
Pada kuartal akhir 2010, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang didirikan berdasarkan 
Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 14 tanggal 12 November 2010. Pendirian tersebut 
merupakan bagian dari mekanisme pemisahan tidak murni (spin off). PT Pupuk Sriwidjaja 
Palembang, yang tetap disebut sebagai PUSRI, menjadi anak perusahaan dan beroperasi 
efektif sejak 1 Januari 2011 sedangkan PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) menjadi perusahaan 
induk (holding).  
Terhitung sejak tanggal 5 April 2012, PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) kemudian 
secara resmi berganti nama menjadi PT Pupuk Indonesia (Persero) yang disebut juga 
sebagai Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC). Setelah diresmikan, perusahaan induk 
ini mulai melakukan restrukturisasi dengan memisahkan aktiva dan pasiva perusahaan. 
PIHC berkedudukan di Jakarta dan membawahi 7 anak perusahaan, diantaranya adalah PT 
Rekayasa Industri yang merupakan anak perusahaan penyertaan langsung dan bergerak di 
bidang Engineering, Procurement & Construction (EPC) dan PT Mega Eltra yang bergerak 
dibidang usaha perdagangan umum. 
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang melakukan pembangunan Pabrik Pusri-IIB untuk 
menunjang kinerja operasional jangka panjang (going concern). Acara peresmian tiang 
pancang (ground breaking) tersebut dilaksanakan oleh Dahlan Iskan sebagai Menteri Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) pada tanggal 8 April tahun 2013.  
Pabrik Pusri-IIB merupakan pabrik yang pertama kali dibangun atas nama PT 
Pupuk Sriwidjaja Palembang dengan desain ramah lingkungan serta hemat energi. 
Diharapkan Pabrik Pusri-IIB akan selesai dan mulai beroperasi pada akhir tahun 2015. 
Ketika didirikan pada tahun 1959, PUSRI mendapat tugas melaksanakan dan menunjang 
kebijakan serta program dari pemerintah di bidang industri pupuk dan industri kimia 
lainnya dalam rangka  menunjang ekonomi dan pembangunan nasional.  
Awalnya perusahaan ini memiliki satu unit pabrik berkapasitas 100.000 ton urea 
per tahun, namun sepanjang tahun 1972 hingga 1994, perusahaan mengalami 
perkembangan pesat. Dari waktu ke waktu, beberapa pabrik baru kemudian didirikan untuk 
meningkatkan kapasitas produksi hingga mencapai kapasitas terpasang 2,26 juta ton urea 
per tahun. 
 
4.2  Hasil Pembahasan  
4.2.1 Analisis Penerapan Tax Planning  Pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 
Tax planning atau perencanaan pajak merupakan salah satu cara yang dapat 
dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha 
atau penghasilannya, namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang 
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dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau 
Undang-Undang perpajakan yang berlaku.  Sama halnya Menurut M orba 
Kurniawan yang merupakan akademisi di Universitas Muhamadiyah Palembang 
menyatakan bahwa Tax planning (perencanaan pajak) itu cara untuk mengecilkan 
pajak dan meringankan beban pajak tapi tidak melanggar Undang-undang ataupun 
peraturan perpajakan. Namun saat ini peraturan yang secara khusus mengatur 
tentang tax planning khusunya di Indonesia itu tidak ada ataupun belum diatur, 
tetapi peraturan  tentang biaya yang boleh dikurangkan ataupun diminimalisasikan 
itu telah tertera dan memiliki aturan sesuai UU perpajakan Di indonesia. Untuk  
menerapkan tax planning  wajib pajak harus memiliki pembayaran yang tertib 
terlebih dahulu dalam hal ini tertib administrasi keuangan maupun tertib dalam hal 
pembayaran pajak yang berkala tanpa adanya denda maupun sanksi pajak yang 
diberikan kepada perusahaan tersebut.  
Pernyataan tersebut didukung dengan pernyataan dari KPP Ilir timur 
Palembang yang dimana menyatakan bahwa untuk peraturan tax planning  memang 
saat ini belum ada namun dalam hal pemotongan biaya PPh seperti PPh pasal 21, 
pasal 22, pasal 23, pasal 4 ayat 2 telah jelas mengatur tentang biaya pemotongan 
yang bisa dikurangkan untuk pemanfaatan biaya pembayaran pajak. Saat ini PT 
PUSRI telah melakukan ataupun memanfaatkan tax planning sesuai dengan 
peraturan yang berlaku dimana dimulai dari tahun 1998 sejak krisis perubahan 
dollar & perubahan status gaji karyawan serta adanya kenaikan  harga tanah, 
gedung, gas, dan biaya lainnya. Kenaikan tersebut dikarenakan adnaya regulasi 
aturan pemerintah dan UU perpajakan yang berlaku saat itu.  Banyak cara dalam 
melakukan perencanaan pajak/tax planning dengan cara memanfaatkan beban pajak 
penghasilan karyawan yang diberikan tunjangan ataupun sejenisnya.  
Berdasarkan laporan keuangan yang diberikan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 
dapat di informasikan bahwa berdasarkan Undang‐Undang Nomor 36 Tahun 2008, 
dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 ayat (2a) menyederhanakan tarif pajak 
penghasilan wajib pajak badan dengan memperkenalkan tarif tunggal yaitu 25% 
(lebih dari 50 miliar) untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya. Dalam ketentuan yang 
terdapat dalam peraturan perpajakan, disebutkan bahwa pajak yang diperkirakan 
dalam satu tahun pajak, dilunasi oleh wajib pajak dalam tahun pajak berjalan 
melalui pemotongan dan pemungutan pajak serta pembayaran pajak oleh wajib 
pajak sendiri. 
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka PT Pupuk Sriwidjaja Palembang sebagai 
wajib pajak badan berkewajiban untuk membayarkan sejumlah pajak penghasilan 
yang diperoleh. Adapun nilai dari pemotongan pajak tersebut didapat berdasarkan 
laba usaha yang telah direkonsiliasi fiskal dan diperoleh laba menurut fiskal 
dikalikan sesuai tarif yang berlaku yaitu sebesar 25%. Adapun perhitungan pajak 
yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 
yaitu  sebesar Rp 424.982.853.000,‐ Besarnya pajak yang harus dibayar membuat 
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang harus mengambil strategi ataupun langkah dalam 
hal penyederhanaan nilai pajak yang seharusnya dibayar menjadi lebih kecil. Salah 
satu langkahnya adalah dengan menggunakan pernerapan tax planning atau 
perencanaan pajak.  
Didalam  praktek perencanaan pajak atau tax planning  dapat dengan cara 
mengkategorikan terlebih dahulu PPh karyawan khususnya PPh 21 hal ini 
dikarenakan beban gaji karyawan menjadi salah satu faktor yang dapat digunakan 
sebagai alat minimalisasi pembayaran pajak sesuai dengan undang-undang yaitu 
dalam hal ini dengan pemanfaatan koreksi fiskal untuk beban  yang tertanggung. 
Adapun cara dalam menghitung PPh 21 tersebut adalah sebagai berikut : 
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a. Biaya PPh pasal 21 dapat ditanggung atau dibayar langsung oleh pihak 
perusahaan, maka pihak perusahaan akan menjurnal pembayaran PPh 
pasal 21 karyawan sebagai beban pajak penghasilan. 
b. Biaya PPh pasal 21 ditanggung atau dibayar oleh karyawan. Dengan cara 
ini PPh pasal 21 dipotong langsung dari gaji karyawan, biasanya hal ini 
tidak diinginkan oleh pihak karyawan karena akan mengurangi jumlah 
penghasilan yang akan diperoleh. 
c. Biaya PPh pasal 21 ditanggung atau dibayar langsung karyawan namun 
biaya pajak ini diwujdukan dalam bentuk pemberian bantuan berupa 
tunjangan pajak atas PPh pasal 21 terutang karyawan. 
Perencanaan pajak yang dilakukan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dengan cara 
membuat tunjangan pajak dalam bentuk uang tunai sehingga seluruh biaya ini dapat menjadi 
pengurang fiskal sesuai dengan peraturan UU perpajakan yang berlaku atau dengan kata lain 
pembayaran PPh 21 yang dilakukan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dengan cara point ke 3 
dalam pernyataan diatas. Perencanaan pajak cara ini merupakan salah satu bentuk untuk 
meminimalisir biaya PPh badan yang dibayarkan oleh perusahaan, dengan adanya pemberian 
tunjangan maka setidaknya biaya beban  operasional perusahaan akan mengalami 
peningkatan yang akan berpengaruh terhadap laba perusahaan dan besarnya pajak PPh badan 
yang dibayarkan. 
 
4.2.2 Analisis Kekurangan Dalam Penerapan Tax Planning  Pada PT Pupuk 
Sriwidjaja Palembang 
Salah satu bentuk Perencanaan pajak yang dilakukan PT Pupuk Sriwidjaja 
Palembang dengan memanfaatkan perhitungan pajak PPh pasal 21 dalam hal ini pemberian 
tunjangan pajak terhadap penghasilan karyawan. Saat ini PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 
telah melakukan koreksi fiskal terhadap tunjangan pajak PPh yang dilakukan seperti yang 
pertama ada biaya cuti yang di koreksi positif yaitu sebesar Rp 25.690.328.496, tetapi pada 
laporan keuangan Pusri masih ada biaya cuti yang tidak menjadi pengurang fiskal yaitu 
sebesar Rp 14.313.814.275, karena biaya bantuan cuti ini dibayar perusahaan dengan cuma-
cuma tanpa menjadikannya tunjangan. Kedua, biaya makan minum yang berada dikoreksi 
positif sebesar Rp 23.218.005 yang menjadi pengurang fiskal, tetapi biaya pengadaan meal 
& drink, uang perbekalan, dan bahan pangan sebesar Rp 11.570.010.686 berada dikoreksi 
negatif karena tidak dijadikan tunjangan makan. Ketiga, biaya berobat di koreksi positif 
sebesar Rp 276.010.410 dan reimburse biaya kesehatan karyawan di koreksi negatif sebesar 
Rp 752.576.029. Terakhir ada biaya perjalanan dinas sebesar Rp 911.011.362 yang telah di 
koreksi positif pada PPh badan, tetapi pada PPh 21 karyawan tidak dijadikan sebagai biaya 
pengurang yaitu honor/uang saku. Melihat masih adanya beberapa celah yang belum 
dimanfaatkan oleh PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dalam perencanaan pajak membuat 
tidak maksimalnya proses perencanaan pajak yang dilakukan.  Berikut ini adalah hasil dari 
perencanaan pajak jika seluruh koreksi dapat dimanfaatkan oleh PT Pupuk Sriwidjaja 
Palembang. 
Tabel 4.1 Sebelum dan Setelah Tax Planning 
Keterangan Sebelum Perencanaan Sesudah Perencanaan 
Laba Usaha Rp 606.195.100.912 Rp 606.195.100.912 
Laba Fiskal Rp424.982.853.000 Rp 412.681.580.000 
Beban pajak Penghasilan (25%) Rp 106.245.713.250 Rp 103.170.395.000 
Laba Bersih Setelah Pajak   Rp 499.949.387.662 
 
Rp 503.024.705.000 
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Jumlah Penghematan Pajak  
  
Rp 3.075.318.000 
Berdasarkan perhitungan di atas terlihat sebenarnya  PT Pupuk Sriwidjaja 
Palembang dapat lebih melakukan penghematan pajak PPh badan sebesar Rp 
3.075.318.000 atau seimbang dengan peningkatan laba sebesar Rp 3.075.318.000, apabila 
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dapat memanfaatkan seluruh celah yang masih bisa 
dijadikan biaya koreksi fiskal seperti yang dijelaskan pada pernyataan diatas. Namun 
setidaknya penerapan perencanaan pajak merupakan langkah benar yang dibuat oleh PT 
Pupuk Sriwidjaja Palembang dalam hal menyederhanakan/memotong nilai pajak sesuai 
aturan yang berlaku selain itu juga perencanaan pajak PPh 21 PT Pupuk Sriwidjaja 
Palembang sudah efisien karena telah menggunakan metode Gross Up. 
Hal ini dinyatakan  oleh akademisi UMP M Orba Kurniawan yang dimana tax 
planning dapat dilakukan dengan cara pemanfaatan peraturan PPh 21. PPh 21 itu 
merupakan perhitungan atas gaji yang dimana dapat menggunakan metode gross up 
sebagai salah satu langkah dalam membesarkan beban gaji dalam hal ini karyawan 
diberikan tunjangan kena pajak ataupun adanya penambahan biaya dinas perjalanan seperti 
sumbangan diluar dari bantuan nasional dalam hal ini bencana dan lain sebagainya ataupun 
penambahan biaya promosi karyawan. Pemanfaatan biaya tersebut setidaknya akan 
menampilkan biaya bruto dengan  hitungan yang lebih besar sehingga berpengaruh 
terhadap pembayaran biaya pajak yang lebih kecil. 
 
4.2.3 Analisis Efektivitas Penerapan Tax Planning  Pada PT Pupuk Sriwidjaja 
Palembang 
Dalam penerapan tax planning dapat disimpulkan telah berjalan efisien, PT Pusri 
Palembang telah menerapkan seluruh pengelompokan pajak dan penyesuaian pajak yang 
memang sesuai kebutuhan perusahaan, sehingga dapat menghemat pengeluaran pajak 
melalui perencanaan yang telah dilakukan. Secara langkah penerapan pajak PT Pupuk 
Sriwidjaja Palembang juga telah melakukan dengan startegi yang benar salah satunya 
dengan menerapkan penyesuaian fiskal serta menerapkan metode Gross Up sebagai bahan 
dalam perencanaan pajak yang dilakukan. 
Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa perencanaan yang telah dilakukan oleh PT 
Pupuk Sriwidjaja Palembang telah  sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa adanya 
pelanggaran aturan yang ditetapkan. Pernyataan ini didukung oleh superintendent 
knowledge management PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Ibnu Abdullah yang menyatakan 
bahwa semua proses tax Planning yang dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintahan 
yang berlaku yang dapat dibuktikan dengan laporan keuangan yang secara transparan yang 
bisa dilihat Annual report Pusri secara periodenya. Selain pernyataan dari manager Pusri, 
KPP ilir timur Palembang juga menyatakan bahwa sesuai aturan PT Pupuk Sriwidjaja 
Palembang telah membayarkan pajak PPh 21 dengan tertib sesuai dengan perhitungan dan 
peraturan yang berlaku, selain PPh 21 PT Pusri juga membayarkan PPh 22 yang berkaitan 
dengan pembelanjaan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dimana setiap kali dilakukan 
belanja barang-barang secara formal telah  dilaporkan dan  sudah disetorkan. Selain itu 
juga peraturan PPh pasal 23 mengenai memenuhi kewajiban pemotongan pajak yang 
dilakukan Pusri atas pemakaian jasa-jasa misalnya harga sewa alat, ada jasa angkutan. Dan 
pembangunan proyek juga telah dilaporkan dan disetorkan secara formal. 
 
 
 
5.KESIMPULAN 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:  
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1. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang melakukan perencanaan pajak dengan cara 
memanfaakan cara pembayaran pajak PPh 21 (koreksi fiskal) didukung dengan 
metode gross up. 
2. Perencanaan pajak yang dilakukan masih memiliki celah yang dapat dimanfaatkan 
oleh PT Pupuk Sriwidjaja Palembang melalui koreksi fiskal, yang sebenarnya PT 
Pupuk Sriwidjaja Palembang dapat melakukan penghematan pajak PPh badan sebesar 
Rp 3.075.318.000 . 
3. Penerapan tax planning pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang telah berjalan efisisen. 
 
5.2. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, terdapat 
beberapa saran yaitu sebagai berikut : 
1. Untuk mempermudah dalam penerapan pajak/tax planning perusahaan dapat mencari 
tahu lebih banyak mengenai langkah-langkah penerapan ataupun solusi penerapan 
perencaaan pajak selain yang telah dilakukan saat ini.  
2. Dengan perencanaan pajak yang telah berjalan efisien diharapkan perusahaan dapat 
dengan konsisten melaksanakan perencanaan pajak secara terus menerus  dan harus 
senantiasa mengikuti perkembangan peraturan perpajakan maupun isu-isu terkait 
dengan perpajakan. 
3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menambahkan variabel-variabel yang berkaitan dengan 
perencanaan perpajakan yang belum ada dipenelitian ini.  
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